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Abstrak 

Permasalahan kepemilikan tanah di Indonesia, khususnya terkait sertifikat tanah yang diterbitkan 
sebelum tahun 2010, sering kali menjadi isu kompleks. Sertifikat ini sering tidak memiliki 
koordinat yang tepat dan Nomor Induk Bidang (NIB), menyebabkan kerawanan hak kepemilikan 
tanah seperti tumpang tindih. Selain itu, masalah Hak Guna Usaha (HGU) yang kadang diberikan 
tanpa sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat setempat menambah kerawanan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum terkait tanah HGU yang tidak diusahakan dan 
dampak sosial serta ekonominya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan dan case approach. Penelitian ini berfokus pada evaluasi 
kebijakan hukum dan dampak sosial ekonomi dari tanah HGU yang tidak diusahakan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kurangnya koordinat dan NIB pada sertifikat tanah serta pemberian 
HGU tanpa sosialisasi telah menyebabkan berbagai permasalahan kepemilikan tanah. Sistem 
pendaftaran tanah yang lebih akurat dan edukasi hukum kepada masyarakat diperlukan untuk 
mengurangi risiko konflik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan sistem 
administrasi pertanahan, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi masyarakat. Pemerintah perlu 
merancang kebijakan yang responsif dan transparan dalam pengelolaan tanah serta mengadopsi 
teknologi modern untuk pengelolaan yang lebih efektif. Saran lebih lanjut adalah peningkatan 
kapasitas kelembagaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendaftaran tanah. 
Kata Kunci: Hak Guna Usaha, Sertifikat Tanah, Administrasi Pertanahan. 
 

Abstract 

Land ownership issues in Indonesia, particularly concerning land certificates issued before 2010, 
are often complex. These certificates often lack accurate coordinates and Parcel Identi fication 
Numbers (NIB), leading to ownership conflicts such as overlaps. Additionally, the issue of Right to  
Use (HGU) granted without socialization and local community consent adds to the vulnerability. 
This study aims to analyze legal policies related to unused HGU land and its social and economic 
impacts. This study uses normative research methods with a legislative and case approach. The 
focus is on evaluating legal policies and the socio-economic impacts of unused HGU land. 
The findings indicate that the lack of coordinates and NIB on land certificates, as well as HGU 
grants without socialization, have caused various land ownership issues. A more accurate land 
registration system and legal education for the community are needed to reduce the risk of 
conflicts. The conclusion of this study is the need to improve the land administration system, 
enforce strict laws, and educate the community. The government should design responsive and 
transparent policies in land management and adopt modern technology for more effective 
management. Further suggestions include enhancing institutional capacity and active community 
participation in the land registration process. 
Keywords: Right to Use, Land Certificate, Land Administration. 
 

PENDAHULUAN 

Permasalahan kepemilikan tanah di Indonesia seringkali menjadi isu yang kompleks 
dan membutuhkan perhatian serius. Salah satu masalah utama yang muncul adalah terkait 
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dengan sertifikat tanah yang terbit di bawah tahun 2010. Sertifikat-sertifikat ini belum 
memiliki koordinat bidang tanah yang terploting dengan baik dan belum dilengkapi dengan 

Nomor Induk Bidang (NIB). Kondisi ini menimbulkan kerawanan dalam hak kepemilikan 
tanah, terutama adanya kemungkinan tumpang tindih atau overlapping. Ketidaktepatan 

dalam pengelolaan data sertifikat tanah dapat memicu konflik antar pemilik tanah yang 
mengklaim hak atas bidang tanah yang sama. 

Landasan hukum terkait masalah ini dapat ditemukan dalam Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan 
dan Pengaturan Pertanahan, yang mengatur tentang pentingnya pemetaan dan pencatatan 

yang akurat. Selain itu, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengharuskan adanya koordinat dan NIB dalam 

sertifikat tanah untuk menghindari konflik kepemilikan. 
Praktek perizinan Hak Guna Usaha (HGU) juga menimbulkan permasalahan 

tersendiri. Dalam beberapa kasus, proses perizinan HGU dilakukan tanpa adanya sosialisasi 
yang memadai kepada masyarakat setempat atau tanpa meminta persetujuan dari perangkat 
desa atau kepala desa. Hal ini berpotensi menimbulkan overlapping hak kepemilikan tanah. 

Setelah HGU diterbitkan, seringkali tanah tersebut tidak digunakan sesuai dengan izin 
peruntukannya, tidak dikelola, atau bahkan tidak diusahakan sehingga menjadi tanah 

terlantar. 
Permasalahan ini diperparah oleh ketidakjelasan informasi dan kurangnya 

transparansi dalam proses perizinan HGU. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dinyatakan bahwa hak guna usaha 
harus digunakan untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan. Jika tanah yang telah 

diberikan HGU tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya, maka tanah tersebut dianggap 
sebagai tanah terlantar dan dapat ditarik kembali oleh negara. 

Melalui landasan hukum yang jelas, diharapkan adanya peningkatan dalam proses 

administrasi dan pengelolaan sertifikat tanah serta perizinan HGU. Ini bertujuan untuk 
mengurangi tumpang tindih kepemilikan dan memastikan bahwa tanah-tanah yang 

diberikan izin penggunaan dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Dengan demikian, konflik kepemilikan tanah dapat diminimalisir, dan 
pemanfaatan tanah di Indonesia dapat lebih optimal dan adil bagi seluruh pihak yang 

berkepentingan. 
Selain permasalahan tumpang tindih kepemilikan, juga terdapat isu dalam 

pelaksanaan Hak Guna Usaha (HGU). Dalam banyak kasus, proses perizinan HGU tidak 
disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat setempat, yang sering kali terlewatkan dari 
proses persetujuan perangkat desa atau kepala desa. Ketidakterlibatan masyarakat setempat 

ini tidak hanya menimbulkan konflik sosial tetapi juga berdampak pada ketidakpastian 
hukum atas tanah tersebut. 

Pentingnya sosialisasi dan persetujuan dari pihak yang berwenang di tingkat lokal 
tercermin dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna 

Usaha. Peraturan ini menggarisbawahi bahwa pemberian HGU harus dilakukan dengan 
mempertimbangkan masukan dari masyarakat setempat dan pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik 
kepemilikan dan memastikan bahwa tanah yang diberikan HGU benar-benar digunakan 
sesuai dengan peruntukannya. 

Namun, kenyataannya, setelah HGU diterbitkan, banyak tanah yang tidak dikelola 
atau diusahakan sesuai dengan izin peruntukannya. Hal ini menyebabkan banyaknya tanah 
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yang akhirnya menjadi terlantar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, tanah yang tidak dikelola 

atau diusahakan sesuai dengan peruntukannya dalam jangka waktu tertentu dapat 
ditetapkan sebagai tanah terlantar dan dapat ditarik kembali oleh negara untuk kemudian 

dialokasikan bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. 
Situasi ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem administrasi pertanahan 

dan perizinan HGU di Indonesia. Diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses perizinan dan 
pengelolaan tanah. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat juga diperlukan untuk 

memastikan bahwa tanah yang telah diberikan HGU benar-benar dimanfaatkan sesuai 
dengan tujuan awal pemberiannya. 

Kekaburan hukum atau ketidakjelasan hukum sering kali menjadi salah satu akar 

masalah dalam pengelolaan dan kepemilikan tanah di Indonesia. Kekaburan ini dapat 
muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari peraturan yang tidak jelas, implementasi hukum 

yang inkonsisten, hingga tumpang tindih kewenangan antara berbagai lembaga pemerintah. 
Salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi dan konsistensi antara berbagai 
lembaga yang terlibat dalam pengelolaan pertanahan. Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN), pemerintah daerah, dan instansi lainnya sering kali memiliki interpretasi yang 
berbeda mengenai peraturan yang sama, menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemilik 

tanah dan investor yang ingin mengajukan izin Hak Guna Usaha (HGU). Ketidakjelasan ini 
bisa menyebabkan penundaan dalam proses perizinan dan bahkan memicu sengketa tanah 
yang berlarut-larut. 

Peraturan yang tidak jelas dan tidak konsisten merupakan salah satu penyebab utama 
kekaburan hukum. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah mengatur bahwa setiap bidang tanah harus memiliki koordinat yang 
jelas dan terdaftar dengan Nomor Induk Bidang (NIB). Namun, dalam praktiknya, banyak 
sertifikat tanah yang diterbitkan sebelum tahun 2010 belum memenuhi persyaratan ini. Hal 

ini menyebabkan ketidakpastian dalam kepemilikan tanah dan membuka peluang terjadinya 
tumpang tindih hak kepemilikan. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 

mengenai peraturan pertanahan juga berkontribusi terhadap kekaburan hukum. Banyak 
pemilik tanah dan masyarakat setempat yang tidak sepenuhnya memahami hak dan 
kewajiban mereka terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah. Hal ini sering kali 

menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ada dan meningkatkan risiko konflik 
kepemilikan. 

Proses perizinan HGU yang tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat 
setempat serta perangkat desa juga menambah kekaburan hukum. Dalam banyak kasus, izin 
HGU diberikan tanpa adanya konsultasi atau persetujuan dari masyarakat yang terdampak. 

Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengharuskan 

adanya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan tanah. Lemahnya penegakan 
hukum juga menjadi faktor signifikan dalam kekaburan hukum. Banyak kasus pelanggaran 
terkait pemanfaatan tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas oleh pihak berwenang. 

Misalnya, tanah yang diberikan izin HGU tetapi tidak digunakan sesuai dengan 
peruntukannya sering kali tidak ditindaklanjuti sebagai tanah terlantar sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah 
Terlantar. Kurangnya tindakan tegas ini menciptakan preseden buruk dan memperburuk 
ketidakjelasan hukum. 

Sehubungan dengan permasalahan hukum di atas, maka penulis tertarik mengangkat 
menjadi penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: “KEDUDUKAN TANAH HAK 
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GUNA USAHA YANG TIDAK DIUSAHAKAN”. 
Dengan adanya kekaburan hukum dalam permasalahan tersebut, oleh karena itu saya 

merumuskan masalah. 

METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait 
seperti pejabat pemerintah, pemegang hak atas tanah, serta masyarakat yang terlibat. Selain 

itu, data sekunder dari dokumen-dokumen resmi juga akan dianalisis. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Proses Perizinan Dan Permasalahan Hak Guna Usaha (Hgu) 

A. Prosedur dan Sosialisasi Perizinan HGU 

 Prosedur perizinan Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia merupakan proses yang 
kompleks dan melibatkan berbagai tahapan serta pemangku kepentingan. Proses ini dimulai 

dari pengajuan permohonan oleh calon pemegang HGU kepada instansi terkait, yaitu Badan 
Pertanahan Nasional (BPN). Pemohon harus melengkapi berbagai dokumen pendukung 
seperti rencana usaha, peta lokasi tanah, surat izin prinsip dari pemerintah daerah, dan 

bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan tanah sebelumnya. Setelah dokumen lengkap, 
BPN akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kesesuaian 

antara dokumen dengan kondisi di lapangan. 
Langkah berikutnya adalah penerbitan rekomendasi teknis oleh instansi terkait seperti 

Dinas Kehutanan jika tanah berada di kawasan hutan atau instansi lingkungan hidup untuk 

memastikan tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan. Rekomendasi ini kemudian 
menjadi dasar bagi BPN untuk menerbitkan Sertifikat HGU yang sah dan mengikat secara 

hukum. Proses ini juga melibatkan pembayaran biaya administrasi dan penerimaan negara 
bukan pajak (PNBP) yang harus diselesaikan oleh pemohon. 

 

Sosialisasi perizinan HGU menjadi aspek yang krusial untuk memastikan pemahaman 
yang baik oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah melalui 

ATR/BPN dan instansi terkait lainnya harus secara aktif menyebarkan informasi mengenai 
prosedur, persyaratan, dan manfaat dari HGU. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui 
berbagai media, seperti seminar, lokakarya, brosur, dan publikasi di media massa serta 

media sosial. Selain itu, penting juga untuk melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga 
swadaya masyarakat (LSM) dalam proses sosialisasi ini guna menjangkau masyarakat yang 

berada di daerah terpencil. 
Sosialisasi yang efektif akan membantu mengurangi kesalahpahaman dan potensi 

konflik yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan atau informasi yang tidak akurat. 

Pemerintah juga perlu membuka kanal komunikasi dua arah agar masyarakat dapat 
mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi terkait proses perizinan HGU. Dengan 

demikian, diharapkan proses perizinan HGU dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan 
akuntabel, serta mendukung tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif 
di Indonesia. 

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dapat 
mengembangkan sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan 

pemohon untuk mengajukan permohonan secara online dan memantau status permohonan 
mereka secara real-time. Sistem ini juga dapat mengurangi birokrasi dan mempercepat 
proses perizinan HGU. Dengan adanya digitalisasi proses perizinan, diharapkan juga dapat 

mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi dan kolusi yang sering menjadi kendala 
dalam proses perizinan di Indonesia. 
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Di sisi lain, aspek legalitas dan penegakan hukum juga tidak kalah penting. 
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap penerbitan HGU dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan 
dan penggunaan HGU juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa tanah yang diberikan 

HGU digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak disalahgunakan. Dalam hal ini, 
kerjasama antara ATR/BPN, instansi terkait, dan aparat penegak hukum sangat diperlukan 
untuk mengawasi dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi. 

Pelibatan masyarakat dalam proses perizinan HGU juga perlu diperhatikan. 
Masyarakat yang berada di sekitar lokasi tanah yang akan diberikan HGU harus diberikan 

kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka. Proses konsultasi 
publik yang inklusif dan transparan akan membantu mengidentifikasi dan mengatasi 
potensi konflik sejak dini. Dengan demikian, kepentingan masyarakat lokal dapat 

diakomodasi dan dilindungi, sehingga pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan HGU 
dapat berjalan harmonis dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan. 

Pendidikan dan peningkatan kapasitas bagi pemohon HGU juga perlu dilakukan, 
terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang mungkin belum familiar dengan 
prosedur dan persyaratan perizinan HGU. Pelatihan dan pendampingan teknis dapat 

membantu mereka memahami dan memenuhi persyaratan perizinan dengan lebih baik. 
Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi usaha kecil dan menengah yang 

berkomitmen untuk mematuhi regulasi dan menggunakan tanah HGU secara produktif dan 
berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, prosedur dan sosialisasi perizinan HGU merupakan elemen 

penting dalam pengelolaan sumber daya tanah di Indonesia. Prosedur yang jelas, 
transparan, dan efisien, serta sosialisasi yang efektif dan inklusif akan mendukung 

tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemerintah perlu 
terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem perizinan HGU untuk memastikan 
bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional dan 

kesejahteraan masyarakat luas. 
Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi perizinan HGU, sinergi antar 

berbagai pemangku kepentingan juga sangat diperlukan. Pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama 
untuk menciptakan sistem perizinan yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah pusat perlu 

memberikan panduan yang jelas dan konsisten serta mendukung pemerintah daerah dalam 
melaksanakan tugasnya terkait perizinan HGU. Pemerintah daerah, sebagai pihak yang 

lebih dekat dengan masyarakat, memiliki peran penting dalam mengawal proses ini agar 
berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. 

Selain itu, monitoring dan evaluasi (M&E) yang berkelanjutan terhadap implementasi 

perizinan HGU juga menjadi aspek yang tak kalah penting. M&E harus dilakukan secara 
periodik untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dan mencari solusi yang 

tepat. Data dan informasi hasil M&E dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan 
kebijakan di masa mendatang. Adopsi teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) 
dan remote sensing juga dapat digunakan untuk memantau penggunaan tanah HGU dan 

memastikan bahwa pemanfaatannya sesuai dengan rencana yang telah disetujui. 
Sosialisasi terkait HGU juga harus mencakup aspek lingkungan dan sosial. Pemegang 

HGU perlu diberi pemahaman mengenai kewajiban mereka dalam menjaga kelestarian 
lingkungan serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Penerapan konsep 
pembangunan berkelanjutan harus menjadi landasan dalam pemanfaatan HGU, di mana 

aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan diperhitungkan secara seimbang. Edukasi dan 
pelatihan terkait praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, dan 
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tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) harus menjadi bagian dari sosialisasi yang 
dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait. 

Selanjutnya, upaya peningkatan kapasitas bagi petugas pemerintah yang terlibat 
dalam proses perizinan HGU juga harus terus dilakukan. Pelatihan-pelatihan terkait regulasi 

terbaru, penggunaan teknologi informasi, dan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan 
tanah perlu diberikan secara berkala. Dengan demikian, petugas akan lebih kompeten dan 
siap menghadapi berbagai tantangan dalam proses perizinan HGU. 

Integrasi perizinan HGU dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) juga sangat 
penting untuk memastikan keselarasan antara penggunaan tanah dengan perencanaan 

pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa HGU yang diberikan 
tidak bertentangan dengan RTRW dan dapat mendukung pembangunan yang terencana dan 
berkelanjutan. Konflik antara penggunaan tanah untuk HGU dengan kebutuhan masyarakat 

lokal atau konservasi lingkungan harus dihindari melalui perencanaan yang matang dan 
partisipatif. 

Pada akhirnya, prosedur dan sosialisasi perizinan HGU yang efektif tidak hanya akan 
meningkatkan efisiensi administrasi dan kepastian hukum, tetapi juga dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang 

komprehensif dan kolaboratif, berbagai tantangan dalam proses perizinan HGU dapat 
diatasi, sehingga manfaat dari pengelolaan tanah ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan 

masyarakat dan mendukung pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan. 
Untuk memastikan implementasi perizinan HGU yang sukses, diperlukan pula upaya 

terus-menerus dalam mengatasi tantangan yang mungkin timbul selama proses perizinan 

dan setelahnya. Salah satu tantangan utama adalah potensi konflik antara pemegang HGU 
dengan masyarakat lokal atau adat yang merasa hak-haknya terlanggar. Oleh karena itu, 

penting untuk melakukan pemetaan partisipatif dan konsultasi publik sejak awal proses 
perizinan. Keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap tahap perizinan dapat mengurangi 
ketegangan dan memastikan bahwa semua pihak merasa didengarkan dan hak-haknya 

dihormati. 
Pendekatan inklusif ini juga harus mencakup upaya pemberdayaan masyarakat sekitar 

melalui program-program yang mendukung kesejahteraan mereka. Pemegang HGU dapat 
berkolaborasi dengan pemerintah dan LSM untuk mengembangkan program-program CSR 
yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat 

lokal. Hal ini tidak hanya akan membantu memperkuat hubungan antara pemegang HGU 
dan masyarakat lokal tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang 

berkelanjutan. 
Selain itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada aspek keberlanjutan 

lingkungan dalam perizinan HGU. Penilaian dampak lingkungan (AMDAL) yang 

komprehensif harus menjadi syarat utama sebelum penerbitan HGU. AMDAL harus 
mencakup analisis risiko terhadap ekosistem, sumber daya air, keanekaragaman hayati, dan 

iklim lokal. Pemegang HGU harus diwajibkan untuk mengikuti praktik pengelolaan 
lingkungan yang baik, termasuk upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. 

Pemantauan dan evaluasi lingkungan yang berkelanjutan juga harus dilakukan untuk 

memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan di atas lahan HGU tidak merusak lingkungan. 
Pemerintah dapat menerapkan sistem insentif dan sanksi untuk mendorong pemegang HGU 

patuh terhadap regulasi lingkungan. Insentif dapat berupa pengurangan pajak atau bantuan 
teknis, sementara sanksi dapat berupa denda atau pencabutan izin bagi yang melanggar. 

Dalam konteks kebijakan, pemerintah perlu terus memperbarui regulasi terkait HGU 

agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan harus 
fleksibel namun tetap menjaga prinsip keadilan dan keberlanjutan. Pengembangan kerangka 
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hukum yang jelas dan konsisten akan memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan 
pemegang HGU serta melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan. 

Penting juga untuk meningkatkan kapasitas institusi pemerintah yang bertanggung 
jawab dalam pengelolaan HGU. Penyediaan sumber daya yang memadai, termasuk tenaga 

ahli, teknologi, dan anggaran, sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab mereka. Pelatihan dan pengembangan kapasitas harus terus dilakukan 
untuk memastikan bahwa petugas memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan 

untuk mengelola perizinan HGU dengan efektif dan efisien. 
Secara keseluruhan, perizinan HGU yang baik adalah perizinan yang tidak hanya 

mengedepankan aspek administrasi tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, 
ekonomi, dan lingkungan. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, diharapkan 
perizinan HGU dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan 

nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah, pemegang HGU, dan masyarakat 
harus bekerja sama untuk memastikan bahwa penggunaan tanah HGU memberikan manfaat 

yang maksimal bagi semua pihak dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan 
kelestarian lingkungan. 

Keberlanjutan dalam proses perizinan Hak Guna Usaha (HGU) juga mencakup 

pengelolaan risiko dan pengembangan strategi adaptif untuk mengatasi berbagai tantangan 
yang mungkin muncul di masa depan. Salah satu pendekatan penting adalah penerapan 

prinsip-prinsip manajemen risiko yang efektif, termasuk identifikasi risiko sejak dini, 
penilaian dampak potensial, dan pengembangan rencana mitigasi. Manajemen risiko ini 
harus melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap risiko 

yang teridentifikasi dapat dikelola dengan baik dan tidak menghambat proses perizinan atau 
operasional HGU. 

Kebijakan yang mendukung inovasi dan adopsi teknologi juga harus diprioritaskan. 
Teknologi canggih seperti remote sensing, drone, dan big data analytics dapat digunakan 
untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pemetaan tanah, pemantauan penggunaan 

lahan, dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, teknologi ini juga dapat membantu 
dalam mendeteksi dan mengatasi masalah lingkungan seperti deforestasi, degradasi tanah, 

dan pencemaran air. Pemerintah perlu mendorong pemegang HGU untuk berinvestasi 
dalam teknologi tersebut dan menyediakan pelatihan serta dukungan teknis yang 
diperlukan. 

Selain aspek teknologi, penguatan kerangka kelembagaan juga menjadi faktor kunci. 
Institusi yang bertanggung jawab atas perizinan HGU harus memiliki kapasitas yang 

memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara profesional dan 
transparan. Ini mencakup tidak hanya kapasitas sumber daya manusia tetapi juga sistem dan 
prosedur yang efisien. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses perizinan dapat 

dilakukan dengan cepat dan transparan tanpa mengurangi kualitas verifikasi dan 
pengawasan. 

Peran pendidikan dan penelitian dalam mendukung kebijakan perizinan HGU yang 
berkelanjutan juga tidak boleh diabaikan. Institusi akademik dan pusat penelitian dapat 
berkontribusi dalam mengembangkan metodologi penilaian dampak, best practices dalam 

pengelolaan HGU, serta inovasi teknologi yang relevan. Kolaborasi antara pemerintah, 
sektor swasta, dan akademisi harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebijakan 

perizinan HGU didasarkan pada bukti ilmiah dan praktik terbaik yang telah terbukti efektif. 
Di samping itu, penting untuk mempertimbangkan perspektif global dalam 

pengelolaan HGU. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, memiliki komitmen 

untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development 
Goals/SDG). Oleh karena itu, kebijakan perizinan HGU harus sejalan dengan upaya global 
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untuk mengatasi perubahan iklim, melindungi keanekaragaman hayati, dan 
mempromosikan pembangunan inklusif dan berkeadilan. Integrasi perspektif global ini 

akan membantu memastikan bahwa pengelolaan HGU di Indonesia tidak hanya bermanfaat 
secara lokal tetapi juga berkontribusi positif terhadap isu-isu lingkungan dan sosial global. 

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah juga dapat 
memanfaatkan mekanisme partisipasi publik dan pengawasan oleh masyarakat sipil. 
Pengembangan platform digital untuk laporan dan pengaduan masyarakat terkait 

pelanggaran HGU dapat menjadi alat yang efektif untuk mengawasi dan memastikan 
kepatuhan terhadap regulasi. Mekanisme ini harus mudah diakses dan dikelola dengan baik 

untuk memastikan bahwa setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. 
Pada akhirnya, suksesnya prosedur dan sosialisasi perizinan HGU sangat tergantung 

pada komitmen semua pihak untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dengan 

pendekatan yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan, perizinan HGU dapat menjadi 
salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan nasional yang tidak hanya 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan 
kelestarian lingkungan. Pemerintah, masyarakat, dan pemegang HGU harus terus 
berkolaborasi untuk mewujudkan visi ini demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan 

berkelanjutan. 
B. Persetujuan dan Konflik Hak Kepemilikan 

 Persetujuan dan konflik hak kepemilikan tanah merupakan aspek krusial dalam 
proses penerbitan sertifikat tanah, yang mencerminkan dinamika hukum, sosial, dan 
ekonomi di masyarakat. Persetujuan hak kepemilikan tanah sering kali melibatkan 

verifikasi dokumen dan bukti kepemilikan yang sah oleh pihak-pihak yang berwenang, 
seperti Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Proses ini 

membutuhkan kejelasan dan kelengkapan dokumen, seperti akta jual beli, surat keterangan 
waris, dan dokumen pendukung lainnya yang memperkuat klaim kepemilikan seseorang 
atau kelompok. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang muncul konflik hak kepemilikan 

yang dipicu oleh berbagai faktor, seperti tumpang tindih klaim, ketidakjelasan batas tanah, 
hingga sengketa warisan. 

Konflik hak kepemilikan tanah dapat terjadi karena adanya perbedaan interpretasi 
terhadap bukti kepemilikan, penguasaan fisik tanah yang tidak sesuai dengan dokumen, 
atau bahkan akibat manipulasi data dan dokumen. Konflik ini bisa melibatkan individu, 

keluarga, komunitas, hingga entitas bisnis atau pemerintah. Penyelesaian konflik semacam 
ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan adil, termasuk mediasi, arbitrase, dan 

dalam beberapa kasus, penyelesaian melalui jalur pengadilan. Mediasi dan arbitrase sebagai 
metode alternatif penyelesaian sengketa sering kali diutamakan karena lebih cepat dan 
efisien dibandingkan litigasi di pengadilan yang memakan waktu dan biaya lebih besar. 

Dalam konteks hukum agraria di Indonesia, perlindungan terhadap hak kepemilikan 
tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 yang memberikan 

landasan hukum bagi pengakuan dan penyelesaian sengketa tanah. Selain itu, peraturan-
peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, turut memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pendaftaran dan 

sertifikasi tanah serta penyelesaian sengketa. Implementasi dari regulasi-regulasi ini 
bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik 

kepemilikan yang berkepanjangan. 
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataannya, implementasi hukum 

sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, 

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum, serta korupsi dan kolusi yang 
dapat menghambat proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, upaya peningkatan 
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kapasitas dan transparansi lembaga-lembaga terkait, edukasi hukum kepada masyarakat, 
serta pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk meminimalisir konflik dan memastikan 

hak kepemilikan tanah dapat diakui dan dilindungi secara adil dan merata. 
Persetujuan dan konflik hak kepemilikan tanah merupakan isu kompleks yang 

memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, 
dan masyarakat. Penyelesaian yang adil dan efisien terhadap konflik ini tidak hanya 
memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah tetapi juga berkontribusi pada stabilitas 

sosial dan ekonomi yang lebih luas. Keberhasilan dalam menangani persetujuan dan konflik 
hak kepemilikan tanah akan menjadi indikator penting bagi upaya penciptaan keadilan dan 

kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. 
Selain regulasi dan kebijakan yang ada, berbagai upaya preventif juga perlu dilakukan 

untuk mencegah terjadinya konflik hak kepemilikan tanah. Salah satu langkah yang bisa 

diambil adalah dengan meningkatkan akurasi dan keandalan sistem pendaf taran tanah. 
Penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi geografis (GIS) dapat membantu 

dalam memetakan dan mendokumentasikan kepemilikan tanah secara lebih akurat dan 
transparan. Dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, proses verifikasi dan validasi 
dokumen kepemilikan tanah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan mengurangi potensi 

terjadinya manipulasi data. 
Peran serta masyarakat juga sangat penting dalam menjaga ketertiban dan kepastian 

hukum terkait kepemilikan tanah. Pendidikan dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban 
kepemilikan tanah harus terus ditingkatkan agar masyarakat memahami prosedur yang 
benar dalam memperoleh dan mengamankan hak atas tanah. Partisipasi aktif masyarakat 

dalam proses pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa dapat mempercepat proses dan 
mengurangi potensi konflik. 

Kebijakan redistribusi tanah dan reforma agraria yang adil juga dapat menjadi solusi 
untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah yang sering kali menjadi sumber konflik. 
Melalui program redistribusi tanah yang tepat sasaran, pemerintah dapat memastikan bahwa 

tanah yang dialokasikan kepada masyarakat benar-benar digunakan untuk meningkatkan 
kesejahteraan mereka. Program reforma agraria yang transparan dan akuntabel juga dapat 

membantu mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah. 

Tidak hanya di tingkat nasional, kerjasama regional dan internasional dalam hal 

pertanahan juga penting. Berbagai negara dapat saling berbagi pengalaman dan praktik 
terbaik dalam pengelolaan kepemilikan tanah dan penyelesaian sengketa. Konferensi 

internasional dan forum-forum regional tentang pertanahan dapat menjadi wadah untuk 
bertukar informasi dan membangun kerjasama dalam menghadapi tantangan global terkait 
kepemilikan tanah. 

Untuk memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan tanah. Konflik 
kepemilikan tanah tidak hanya berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi, tetapi juga 

pada lingkungan. Penggunaan tanah yang tidak teratur dan sengketa yang berkepanjangan 
dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki. Oleh karena itu, 
pengelolaan tanah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan harus menjadi bagian 

dari kebijakan dan praktik pengelolaan kepemilikan tanah. 
Persetujuan dan konflik hak kepemilikan tanah merupakan masalah yang kompleks 

dan multidimensi yang memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif. Melalui upaya 
peningkatan regulasi, penerapan teknologi, pendidikan masyarakat, redistribusi tanah yang 
adil, kerjasama internasional, dan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan, diharapkan 

dapat tercipta sistem pengelolaan tanah yang lebih baik dan lebih adil. Hal ini tidak hanya 
akan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah tetapi juga berkontribusi pada 
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pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 
 Dalam menangani persetujuan dan konflik hak kepemilikan tanah, peran lembaga 

peradilan juga sangat vital. Pengadilan agraria, misalnya, harus diperkuat baik dari segi 
kapasitas sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukungnya. Hakim yang 

menangani kasus-kasus pertanahan perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai 
hukum agraria dan mampu melakukan penilaian yang adil serta objektif. Selain itu, 
kehadiran pengadilan khusus yang menangani sengketa pertanahan di tingkat daerah dapat 

mempercepat proses penyelesaian konflik tanpa harus selalu menuju ke pengadilan tingkat 
lebih tinggi, yang seringkali memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. 

Peran notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga tidak kalah penting 
dalam proses ini. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa setiap transaksi tanah 
dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan didukung oleh dokumen yang sah. Dalam 

hal ini, pengawasan terhadap kinerja notaris dan PPAT harus dilakukan secara ketat untuk 
mencegah terjadinya penyimpangan atau malpraktik yang dapat memicu konflik di 

kemudian hari. 
Pemerintah perlu terus memperbarui dan memperbaiki data pertanahan secara 

berkala. Program sertifikasi massal seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

harus terus didorong untuk memastikan bahwa semua bidang tanah memiliki sertifikat yang 
sah dan diakui secara hukum. PTSL juga berperan penting dalam mengurangi tumpang 

tindih klaim kepemilikan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem 
pertanahan yang ada. 

Penting juga untuk membangun mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa 

yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Mekanisme ini harus mudah diakses, 
transparan, dan memberikan solusi yang cepat serta efektif. Pengaduan masyarakat dapat 

ditindaklanjuti dengan investigasi yang menyeluruh dan penyelesaian yang adil, sehingga 
konflik tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar. 

Dukungan dari lembaga internasional dan donor juga dapat berkontribusi dalam 

memperkuat sistem pertanahan di Indonesia. Berbagai program bantuan teknis dan finansial 
dari organisasi internasional dapat membantu meningkatkan kapasitas lembaga pertanahan 

nasional dan daerah. Selain itu, kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki 
pengalaman dan keahlian dalam manajemen pertanahan dapat memberikan manfaat besar 
dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. 

Perspektif gender juga harus dipertimbangkan dalam pengelolaan kepemilikan tanah. 
Seringkali, perempuan dihadapkan pada diskriminasi dalam hal akses dan kontrol terhad ap 

tanah. Kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender dalam kepemilikan 
tanah perlu ditingkatkan, termasuk pemberian sertifikat tanah yang mengakui hak-hak 
perempuan secara penuh dan setara. 

Untuk mencapai solusi yang komprehensif terhadap persetujuan dan konflik hak 
kepemilikan tanah, diperlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk 

pemerintah, lembaga hukum, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas internasional. 
Melalui pendekatan yang integratif dan kolaboratif, diharapkan dapat tercipta sistem 
pengelolaan tanah yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan 

berkontribusi pada terciptanya stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi seluruh 
masyarakat. 

 Tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas teknologi informasi dalam 
manajemen pertanahan. Digitalisasi data pertanahan dapat meminimalisir risiko kehilangan 
atau kerusakan dokumen fisik dan mengurangi birokrasi yang panjang. Sistem informasi 

pertanahan yang terintegrasi memungkinkan berbagai instansi terkait, seperti ATR/BPN, 
pemerintah daerah, dan instansi hukum, untuk saling berbagi data secara real-time, 
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sehingga mempercepat proses verifikasi dan validasi dokumen. Teknologi blockchain juga 
mulai dipertimbangkan sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan 

dalam transaksi tanah, mengingat kemampuannya dalam menyediakan catatan yang tidak 
dapat diubah dan mudah dilacak. 

Pada skala yang lebih luas, pengelolaan konflik kepemilikan tanah juga berkaitan 
dengan kebijakan tata ruang dan perencanaan wilayah. Kebijakan tata ruang yang jelas dan 
implementasi yang konsisten dapat membantu mengurangi konflik dengan memastikan 

bahwa penggunaan tanah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Misalnya, zona 
perumahan, pertanian, industri, dan konservasi harus ditentukan dengan jelas dan dipatuhi 

oleh semua pihak. Pelanggaran terhadap kebijakan tata ruang sering kali menjadi sumber 
utama konflik, terutama ketika lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk konservasi atau 
pertanian dialihfungsikan untuk pembangunan komersial tanpa izin yang sah. 

Pengelolaan lahan adat juga perlu mendapat perhatian khusus. Di banyak daerah di 
Indonesia, tanah adat memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi serta sering kali 

menjadi sumber konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah atau pihak swasta. 
Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka merupakan 
langkah penting untuk mencegah konflik dan memastikan keadilan sosial. Proses ini harus 

melibatkan dialog yang konstruktif dan partisipasi aktif dari masyarakat adat dalam 
pengambilan keputusan terkait tanah mereka. 

Aspek legalitas dalam pengelolaan tanah tidak dapat dipisahkan dari edukasi hukum. 
Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka 
terkait kepemilikan tanah. Program penyuluhan hukum dan bantuan hukum gratis bagi 

masyarakat miskin dapat membantu mengurangi ketimpangan akses terhadap keadilan. 
Edukasi hukum tidak hanya dilakukan melalui jalur formal seperti sekolah, tetapi juga 

melalui program-program penyuluhan di komunitas, penggunaan media sosial, dan 
kampanye publik. 

Di samping itu, pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, dan 

fasilitas umum lainnya juga harus mempertimbangkan aspek kepemilikan tanah. 
Pembangunan yang tidak mempertimbangkan hak-hak kepemilikan tanah sering kali 

menimbulkan konflik dan ketidakpuasan di masyarakat. Oleh karena itu, proses 
pembebasan lahan harus dilakukan dengan adil dan transparan, serta memberikan 
kompensasi yang layak kepada pemilik tanah. 

Mengelola persetujuan dan konflik hak kepemilikan tanah memerlukan pendekatan 
yang holistik dan berkelanjutan. Tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, 

ekonomi, dan lingkungan harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Pemerintah bersama 
dengan masyarakat dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menciptakan sistem yang 
adil, transparan, dan berkelanjutan dalam pengelolaan tanah. Dengan demikian, diharapkan 

bahwa hak kepemilikan tanah dapat diakui dan dilindungi dengan baik, serta konflik yang 
terjadi dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan adil, berkontribusi pada 

kesejahteraan dan kemajuan bangsa secara keseluruhan. 
Keberhasilan dalam menangani persetujuan dan konflik hak kepemilikan tanah juga 

sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang inklusif dan proaktif. Kebijakan yang 

responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat dapat membantu 
mengantisipasi dan mengatasi potensi konflik sebelum berkembang menjadi masalah yang 

lebih besar. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan 
pendekatan inklusif dalam pembuatan kebijakan, yaitu melibatkan berbagai pihak terkait 
seperti masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan ahli hukum agraria dalam proses 

pengambilan keputusan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan yang 
dibuat tetapi juga memperkuat legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan 
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tersebut. 
Selain itu, pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan juga harus 

dilakukan secara berkala. Pemerintah perlu membangun sistem pemantauan yang efektif 
untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang telah dicanangkan benar-benar 

dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi 
masyarakat. Evaluasi ini juga penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan 
dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga perbaikan dan penyesuaian dapat dilakukan secara 

cepat dan tepat. 
Penguatan kelembagaan merupakan aspek lain yang tidak boleh diabaikan. Lembaga-

lembaga yang terlibat dalam pengelolaan pertanahan, seperti Badan Pertanahan Nasional 
(ATR/BPN), pemerintah daerah, dan lembaga peradilan, harus memiliki kapasitas yang 
memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Peningkatan kapasitas ini 

dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan 
anggaran, serta perbaikan infrastruktur dan teknologi yang digunakan. Dengan lembaga 

yang kuat dan berkapasitas tinggi, proses persetujuan dan penyelesaian konflik hak 
kepemilikan tanah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci utama dalam pengelolaan hak 

kepemilikan tanah. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap proses, mulai dari 
pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, hingga penyelesaian sengketa, dilakukan secara 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Publik harus memiliki akses yang mudah 
terhadap informasi terkait proses-proses ini, termasuk status permohonan, hasil verifikasi, 
dan keputusan yang diambil. Transparansi ini tidak hanya mencegah korupsi dan 

penyalahgunaan wewenang tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap 
sistem pertanahan yang ada. 

Kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah juga perlu ditingkatkan. Masalah 
kepemilikan tanah sering kali tidak hanya melibatkan satu pihak atau satu wilayah, 
sehingga kerjasama yang baik antara berbagai pihak dan daerah sangat diperlukan. 

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama 
untuk mengembangkan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Misalnya, dalam kasus 

sengketa tanah yang melibatkan batas wilayah antar daerah, kerjasama antar pemerintah 
daerah sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari konflik yang 
berkepanjangan. 

Pada akhirnya, keberhasilan dalam menangani persetujuan dan konflik hak 
kepemilikan tanah akan sangat bergantung pada komitmen dan integritas semua pihak yang 

terlibat. Pemerintah harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk melaksanakan 
reformasi agraria yang adil dan inklusif, sementara masyarakat harus berperan aktif dalam 
proses ini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan masalah-

masalah terkait hak kepemilikan tanah dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan 
berkelanjutan, memberikan kepastian hukum dan mendorong pembangunan yang 

berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. 
C. Penggunaan, Pengelolaan, dan Dampak Tanah Terlantar 

 Tanah terlantar merupakan lahan yang tidak dimanfaatkan secara optimal sesuai 

dengan peruntukannya, baik untuk kepentingan pribadi, masyarakat, maupun negara. 
Penggunaan tanah terlantar di Indonesia sering kali diabaikan akibat kurangnya kesadaran 

dan perencanaan yang tepat dari pemilik atau pengelola tanah. Banyak faktor yang 
mempengaruhi penggunaan tanah terlantar, seperti ketidakjelasan status hukum tanah, 
konflik kepemilikan, serta keterbatasan sumber daya  untuk mengelola dan memanfaatkan 

tanah tersebut. Penggunaan tanah terlantar seharusnya diarahkan pada kegiatan yang 
produktif, seperti pertanian, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur yang dapat 



 

 

47 
 

 

memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.  
Pengelolaan tanah terlantar membutuhkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor 
swasta.  Pemerintah memiliki peran krusial dalam pengelolaan tanah terlantar melalui 

kebijakan yang mendukung pemanfaatan lahan secara optimal. Salah satu langkah penting 
adalah inventarisasi dan pemetaan tanah terlantar untuk mengetahui potensi dan 
permasalahan yang ada.  

Pemerintah perlu menyediakan insentif bagi pemilik tanah yang bersedia mengelola 
tanah mereka atau menjualnya kepada pihak yang mampu memanfaatkan tanah tersebut 

secara produktif. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pengelolaan, baik melalui 
pemberdayaan komunitas maupun program pendidikan yang meningkatkan kesadaran akan 
pentingnya memanfaatkan lahan terlantar. Dampak dari tanah terlantar sangat beragam, 

baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.  
Dari sisi ekonomi, tanah terlantar menjadi aset yang tidak produktif, mengakibatkan 

potensi pendapatan yang hilang serta meningkatnya beban sosial bagi pemerintah dan 
masyarakat. Tanah terlantar yang tidak dikelola dengan baik juga dapat menimbulkan 
masalah sosial, seperti meningkatnya angka kriminalitas, permasalahan kesehatan akibat 

kondisi lingkungan yang buruk, serta potensi konflik kepemilikan. Dari perspektif 
lingkungan, tanah terlantar dapat menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk erosi tanah, 

hilangnya keanekaragaman hayati, serta peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan 
longsor.  

Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap tanah terlantar sangat 

diperlukan untuk mengurangi dampak negatif tersebut dan mengoptimalkan manfaat yang 
dapat diperoleh dari lahan tersebut. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai 

kebijakan untuk mengatasi masalah tanah terlantar, termasuk penguatan regulasi dan 
penegakan hukum terkait pemanfaatan tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar merupakan dasar 
hukum yang digunakan untuk menertibkan dan memanfaatkan tanah terlantar.  

Program redistribusi tanah dan land reform juga menjadi bagian dari upaya 
pemerintah untuk meningkatkan produktivitas lahan serta kesejahteraan masyarakat. 
Pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor 

swasta dalam menjalankan program-program pengelolaan lahan terlantar,  seperti 
pengembangan pertanian berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola 

tanah secara mandiri.  
Sebagai contoh konkret, pengelolaan tanah terlantar di daerah X menunjukkan 

pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Di daerah 

ini, pemerintah daerah berhasil mengidentifikasi sejumlah lahan terlantar dan bekerja sama 
dengan komunitas lokal untuk mengembangkan proyek pertanian terpadu. Melalui program 

ini, lahan terlantar diubah menjadi kebun sayur dan buah yang tidak hanya memberikan 
sumber pendapatan bagi masyarakat, tetapi juga memperbaiki kondisi lingkungan sekitar. 
Keberhasilan program ini juga didukung oleh adanya pelatihan dan penyuluhan yang 

diberikan kepada masyarakat mengenai teknik pertanian modern dan pengelolaan 
lingkungan. Secara keseluruhan, penggunaan dan pengelolaan tanah terlantar merupakan 

isu kompleks yang membutuhkan pendekatan multifaset dan kolaboratif. Dampak dari 
tanah terlantar yang tidak dikelola dengan baik sangat merugikan dari segi ekonomi, sosial, 
dan lingkungan. Oleh karena itu, upaya yang komprehensif dan terstruktur diperlukan untuk 

mengatasi masalah ini, termasuk melalui kebijakan yang mendukung, peningkatan 
kesadaran masyarakat, serta kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan 
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demikian, tanah terlantar dapat diubah menjadi aset yang produktif dan memberikan 
manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Pengelolaan tanah terlantar di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang 
kompleks. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan status hukum tanah. Banyak 

lahan terlantar yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan yang jelas, sehingga sulit untuk 
menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Selain itu, konflik 
kepemilikan sering kali terjadi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta, yang 

memperlambat proses pengelolaan tanah terlantar. Kurangnya sumber daya manusia dan 
finansial juga menjadi kendala dalam upaya pengelolaan tanah terlantar.  

Banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki anggaran atau tenaga ahli yang cukup 
untuk melakukan inventarisasi, pemetaan, dan pengelolaan lahan terlantar secara efektif. 
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan 

terintegrasi. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas 
kelembagaan di tingkat pemerintah daerah. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan 

berupa pelatihan dan pendanaan kepada pemerintah daerah agar mereka mampu melakukan 
inventarisasi dan pemetaan tanah terlantar dengan baik . Selain itu, perlu adanya reformasi 
kebijakan terkait pengelolaan tanah terlantar, termasuk penyederhanaan prosedur sertifikasi 

tanah dan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah. 
 Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam pengelolaan tanah terlantar. 

Program pemberdayaan masyarakat, seperti pembentukan kelompok tani atau koperasi, 
dapat membantu masyarakat dalam mengelola lahan terlantar secara produktif. Kerja sama 
dengan sektor swasta juga dapat menjadi solusi dalam pengelolaan tanah terlantar. Melalui 

kemitraan publik-swasta, lahan terlantar dapat dimanfaatkan untuk proyek-proyek yang 
menguntungkan kedua belah pihak, seperti pembangunan infrastruktur atau pengembangan 

usaha pertanian berkelanjutan. Tanah terlantar memiliki potensi yang besar untuk 
dimanfaatkan dalam berbagai sektor. Di sektor pertanian, lahan terlantar dapat diubah 
menjadi lahan produktif untuk penanaman tanaman pangan atau hortikultura. 

 Dengan teknik pertanian yang tepat, tanah terlantar dapat memberikan hasil yang 
maksimal dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Di sektor perkebunan, lahan 

terlantar dapat dimanfaatkan untuk penanaman tanaman industri, seperti kelapa sawit, karet, 
atau kopi. Selain itu, lahan terlantar juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi 
kawasan wisata atau rekreasi, yang dapat menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan 

daerah. 
Di Indonesia, tanah terlantar sering kali menjadi permasalahan yang berlarut-larut 

karena berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya memanfaatkan lahan secara produktif. Banyak pemilik lahan 
yang lebih memilih membiarkan tanah mereka tidak terurus karena tidak memiliki kapasitas 

atau pengetahuan untuk mengelolanya. Selain itu, masalah birokrasi yang rumit dan 
regulasi yang tumpang tindih sering kali menjadi penghambat dalam proses sertifikasi dan 

legalisasi tanah. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan status hukum tanah yang berdampak 
pada sulitnya pemanfaatan lahan secara optimal. Pemerintah perlu melakukan 
penyederhanaan prosedur administrasi dan memberikan dukungan yang  memadai kepada 

masyarakat untuk memfasilitasi pengelolaan tanah terlantar. 
Dampak sosial dari tanah terlantar juga tidak bisa diabaikan. Di banyak daerah, tanah 

terlantar menjadi sumber konflik antar kelompok masyarakat yang mengklaim kepemilikan 
lahan. Konflik ini sering kali berujung pada kekerasan dan menimbulkan ketidakstabilan 
sosial. Selain itu, lahan yang tidak terurus dapat menjadi sarang bagi penyakit dan hewan 

liar, yang mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Pengelolaan tanah terlantar yang 
efektif dapat membantu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kualitas hidup 
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masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. 
Dari sisi lingkungan, tanah terlantar berpotensi menyebabkan berbagai masalah 

ekologis. Lahan yang tidak dikelola dengan baik dapat mengalami erosi, yang pada 
gilirannya mengurangi kesuburan tanah dan mengancam keberlanjutan ekosistem lokal. 

Vegetasi yang tidak terurus juga dapat menimbulkan risiko kebakaran hutan, yang 
berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, penting untuk 
mengembangkan program-program konservasi dan rehabilitasi lahan terlantar yang 

melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dari pemerintah serta sektor swasta. 
Studi kasus di beberapa negara menunjukkan bahwa pengelolaan tanah terlantar yang 

berhasil selalu melibatkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan 
sektor swasta. Misalnya, di Korea Selatan, program Saemaul Undong berhasil mengubah 
lahan terlantar menjadi kawasan yang produktif dan hijau melalui partisipasi aktif 

masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lahan. Program ini tidak hanya meningkatkan 
produktivitas lahan tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan kesejahteraan masyarakat. 

Di Brazil, program redistribusi tanah telah membantu mengurangi ketimpangan 
kepemilikan lahan dan meningkatkan produktivitas pertanian melalui pelatihan dan 
dukungan teknis kepada petani kecil.  

Dengan mencontoh keberhasilan dari negara-negara lain, Indonesia dapat 
mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelola tanah terlantar. Beberapa 

rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi antara lain memperkuat regulasi dan penegakan 
hukum terkait pengelolaan tanah, meningkatkan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, 
serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lahan. Selain itu, pemerintah 

perlu mendorong kemitraan publik-swasta untuk memanfaatkan potensi lahan terlantar 
secara optimal. Melalui reformasi kebijakan yang tepat dan pelaksanaan program yang 

efektif, tanah terlantar dapat diubah menjadi aset yang produktif, memberikan manfaat 
ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat. 

Pengelolaan tanah terlantar memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, 

dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan dalam pengelolaan tanah 
terlantar harus diatasi melalui strategi yang komprehensif, partisipasi aktif dari pemerintah, 

masyarakat, dan sektor swasta, serta kebijakan yang mendukung. Dengan demikian, tanah 
terlantar dapat diubah menjadi aset yang produktif, memberikan manfaat ekonomi, sosial, 
dan lingkungan yang signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Untuk mengatasi masalah tanah terlantar di Indonesia, diperlukan pendekatan yang 
menyeluruh dan sistematis yang mencakup berbagai aspek penting. Salah satu langkah awal 

yang perlu dilakukan adalah inventarisasi dan pemetaan tanah terlantar di seluruh wilayah 
Indonesia. Hal ini penting untuk mengetahui jumlah, lokasi, dan kondisi lahan yang belum 
dimanfaatkan secara optimal. Inventarisasi ini harus dilakukan dengan melibatkan 

teknologi yang tepat, seperti penggunaan citra satelit dan sistem informasi geografis (GIS), 
agar data yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan. Data ini kemudian dapat digunakan 

sebagai dasar untuk merencanakan langkah-langkah pengelolaan yang lebih efektif. 
Selain itu, perlu adanya penyederhanaan prosedur administrasi terkait kepemilikan 

dan pemanfaatan tanah. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang memudahkan proses 

sertifikasi dan legalisasi tanah, sehingga pemilik lahan memiliki kepastian hukum yang 
jelas. Penyederhanaan prosedur ini juga harus diiringi dengan upaya penegakan hukum 

yang konsisten untuk menghindari terjadinya konflik kepemilikan yang berlarut-larut. 
Selain itu, reformasi birokrasi di sektor pertanahan juga penting untuk meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tanah. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pengelolaan tanah terlantar. 
Pemerintah perlu menginisiasi program-program pelatihan dan penyuluhan kepada 
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masyarakat mengenai teknik-teknik pertanian yang modern dan ramah lingkungan. 
Masyarakat harus diberikan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengelola 

lahan mereka secara produktif. Program pemberdayaan ini juga harus mencakup aspek 
ekonomi, seperti akses permodalan dan pemasaran hasil pertanian, agar masyarakat 

termotivasi untuk memanfaatkan lahan terlantar dengan baik. 
Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting dalam 

pengelolaan tanah terlantar. Pemerintah perlu mendorong sektor swasta untuk berinvestasi 

dalam proyek-proyek pengelolaan lahan yang berkelanjutan, seperti pengembangan 
perkebunan, pertanian organik, atau kawasan wisata. Melalui kemitraan ini, lahan terlantar 

dapat dimanfaatkan secara optimal, sementara masyarakat setempat mendapatkan manfaat 
ekonomi dari hasil pengelolaan tersebut. Pemerintah juga perlu memberikan insentif kepada 
sektor swasta yang berkomitmen untuk mengembangkan lahan terlantar, seperti keringanan 

pajak atau subsidi. 
Dalam konteks kebijakan, pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang jelas dan 

mendukung pengelolaan tanah terlantar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar harus ditegakkan dengan 

konsisten. Selain itu, perlu adanya kebijakan tambahan yang lebih spesifik untuk mengatasi 
tantangan-tantangan khusus dalam pengelolaan tanah terlantar, seperti masalah konflik 

kepemilikan dan kurangnya sumber daya. Kebijakan ini harus dirumuskan dengan 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi 
masyarakat sipil, dan komunitas lokal. 

Studi kasus dari negara-negara lain dapat memberikan wawasan berharga tentang 
bagaimana mengelola tanah terlantar dengan efektif. Di Korea Selatan, program Saemaul 

Undong telah berhasil mengubah lahan terlantar menjadi kawasan yang produktif dan hijau 
melalui partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lahan. Di Brazil, program 
redistribusi tanah telah membantu mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan dan 

meningkatkan produktivitas pertanian melalui pelatihan dan dukungan teknis kepada petani 
kecil. Pengalaman dari negara-negara ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan 

dukungan pemerintah yang kuat merupakan kunci keberhasilan dalam mengelola tanah 
terlantar. 

Manajemen tanah terlantar di Indonesia membutuhkan pendekatan yang holistik dan 

terintegrasi. Pemerintah perlu melakukan inventarisasi dan pemetaan tanah terlantar, 
menyederhanakan prosedur administrasi, memberdayakan masyarakat, mendorong 

kemitraan publik-swasta, serta mengeluarkan regulasi yang mendukung. Dengan 
pendekatan yang komprehensif ini, tanah terlantar dapat diubah menjadi aset yang 
produktif, memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan bagi 

seluruh lapisan masyarakat. Pengelolaan tanah terlantar yang efektif tidak hanya akan 
meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga memperbaiki kondisi lingkungan dan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, upaya pengelolaan tanah terlantar harus 
menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional. 

Pengelolaan tanah terlantar juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap 

lingkungan. Dengan mengubah lahan yang tidak terurus menjadi area hijau yang produktif, 
kita dapat mengurangi degradasi tanah dan meningkatkan kualitas lingkungan. Lahan yang 

sebelumnya tandus dan tidak terurus dapat diubah menjadi hutan atau taman kota, yang 
berfungsi sebagai paru-paru kota dan membantu menyerap karbon dioksida serta 
menghasilkan oksigen. Penghijauan lahan terlantar juga dapat membantu mengurangi risiko 

bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, karena vegetasi dapat memperkuat struktur 
tanah dan mengurangi erosi. Selain itu, lahan hijau yang dikelola dengan baik dapat 
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meningkatkan keanekaragaman hayati dengan menyediakan habitat bagi berbagai jenis 
flora dan fauna. 

Salah satu contoh sukses pengelolaan tanah terlantar yang dapat dijadikan referensi 
adalah program penghijauan di kota Curitiba, Brasil. Pemerintah kota ini berhasil 

mengubah lahan terlantar menjadi taman-taman kota yang indah dan produktif. Program ini 
tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan tetapi juga memberikan ruang rekreasi bagi 
masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup mereka. Inisiatif seperti ini 

menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang tepat dan partisipasi masyarakat, lahan 
terlantar dapat diubah menjadi aset yang berharga bagi kota dan penduduknya. 

Selain aspek lingkungan, pengelolaan tanah terlantar juga berdampak positif pada 
aspek sosial dan ekonomi. Dengan memanfaatkan lahan terlantar untuk pertanian atau 
kegiatan produktif lainnya, kita dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat 

setempat. Ini sangat penting terutama di daerah pedesaan, di mana peluang kerja seringkali 
terbatas. Program-program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pengelolaan 

lahan terlantar dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Di sisi ekonomi, peningkatan produktivitas lahan terlantar dapat 
meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Ini 

juga dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan memaksimalkan potensi lahan 
yang ada. 

Pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk 
memaksimalkan manfaat dari pengelolaan tanah terlantar. Salah satu langkah yang bisa 
diambil adalah dengan mengembangkan kebijakan insentif bagi para petani dan pelaku 

usaha yang bersedia mengelola lahan terlantar. Insentif ini bisa berupa keringanan pajak, 
subsidi, atau akses mudah ke permodalan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan 

adanya pasar yang stabil untuk produk-produk yang dihasilkan dari lahan terlantar, 
sehingga para petani dan pelaku usaha mendapatkan jaminan pendapatan yang 
berkelanjutan. 

Kerja sama antara berbagai pihak juga sangat penting dalam pengelolaan tanah 
terlantar. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan 

sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah bisa berperan sebagai 
fasilitator dengan menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung, sementara sektor 
swasta dapat berkontribusi melalui investasi dan inovasi teknologi. Masyarakat, di sisi lain, 

dapat berperan aktif dalam pengelolaan sehari-hari dan memastikan bahwa lahan terlantar 
dimanfaatkan dengan cara yang paling efektif. 

Untuk mengukur keberhasilan program pengelolaan tanah terlantar, perlu ada 
indikator kinerja yang jelas. Beberapa indikator yang bisa digunakan antara lain jumlah 
lahan terlantar yang berhasil diubah menjadi lahan produktif, peningkatan pendapatan 

masyarakat dari hasil pengelolaan lahan, serta dampak positif terhadap lingkungan seperti 
pengurangan erosi dan peningkatan keanekaragaman hayati. Evaluasi secara berkala juga 

penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan berjalan sesuai dengan rencana 
dan memberikan manfaat yang maksimal. 

Pengelolaan tanah terlantar adalah isu yang kompleks tetapi sangat penting untuk 

ditangani. Dengan pendekatan yang tepat, lahan terlantar dapat diubah menjadi aset yang 
produktif dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. 

Pemerintah perlu memainkan peran aktif dengan menciptakan kebijakan yang mendukung 
dan memastikan adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak. Melalui upaya yang 
terkoordinasi dan berkelanjutan, kita dapat mengatasi masalah tanah terlantar dan 

memanfaatkan potensi lahan yang ada untuk kebaikan bersama. 
Salah satu langkah konkret yang dapat diambil untuk pengelolaan tanah terlantar 
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adalah dengan mengembangkan program pelatihan dan edukasi yang komprehensif bagi 
masyarakat. Program ini harus mencakup pelatihan teknis tentang pertanian berkelanjutan, 

pengelolaan lahan, serta penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas 
lahan. Edukasi ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, 

tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya pemanfaatan lahan secara efektif dan 
berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat diberdayakan untuk menjadi agen 
perubahan dalam pengelolaan lahan di daerah mereka. 

Untuk menciptakan mekanisme pendanaan yang fleksibel dan mudah diakses bagi 
masyarakat yang ingin mengelola tanah terlantar. Skema pendanaan ini bisa berupa kredit 

mikro, dana bergulir, atau program bantuan keuangan lainnya yang disesuaikan dengan 
kebutuhan petani dan pelaku usaha kecil. Dengan adanya akses pendanaan yang memadai, 
masyarakat akan lebih termotivasi untuk memanfaatkan lahan terlantar dan 

mengembangkan usaha produktif. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan lembaga 
keuangan dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan dukungan finansial dan teknis 

yang diperlukan. 
Inisiatif pengelolaan tanah terlantar juga harus memperhatikan aspek kelestarian 

lingkungan. Program-program penghijauan, konservasi tanah, dan pengelolaan air yang 

efektif harus menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan lahan. Penggunaan pupuk 
organik dan praktik pertanian ramah lingkungan harus didorong untuk mengurangi dampak 

negatif terhadap lingkungan. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam 
kegiatan konservasi dan penghijauan, sehingga mereka memiliki rasa memiliki dan 
tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. 

Contoh sukses lainnya dari pengelolaan tanah terlantar adalah program "Green Belt 
Movement" di Kenya, yang didirikan oleh Wangari Maathai. Program ini berhasil 

mengubah lahan tandus menjadi hutan hijau yang produktif melalui penanaman jutaan 
pohon. Keberhasilan program ini tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan tetapi juga 
memberdayakan perempuan dan komunitas lokal melalui pelatihan dan keterlibatan aktif 

dalam kegiatan penghijauan. Inspirasi dari program ini menunjukkan bahwa dengan 
komitmen yang kuat dan partisipasi masyarakat, lahan terlantar dapat diubah menjadi aset 

yang berharga bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. 
Pengelolaan tanah terlantar juga memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan 

pangan nasional. Dengan memanfaatkan lahan terlantar untuk pertanian, kita dapat 

meningkatkan produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor. Ini 
sangat penting mengingat tantangan global seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga 

pangan yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan. Oleh karena itu, strategi 
pengelolaan tanah terlantar harus diarahkan untuk mendukung produksi pangan yang 
berkelanjutan dan resilient. 

Guna mengintegrasikan kebijakan pengelolaan tanah terlantar dengan rencana 
pembangunan daerah dan nasional. Pengelolaan lahan harus menjadi bagian dari strategi 

pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 
Pemerintah daerah harus memiliki rencana yang jelas dan terukur untuk memanfaatkan 
lahan terlantar, yang selaras dengan kebijakan nasional. Kolaborasi antara pemerintah pusat 

dan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa upaya pengelolaan lahan terlantar 
berjalan dengan efektif dan memberikan hasil yang maksimal.  

Pengelolaan tanah terlantar adalah tantangan besar tetapi juga merupakan peluang 
besar bagi Indonesia. Dengan strategi yang komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan, 
kita dapat mengubah lahan yang tidak produktif menjadi aset yang memberikan manfaat 

ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja 
sama untuk menciptakan solusi yang inovatif dan efektif.  Dengan demikian, pengelolaan 
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tanah terlantar tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga 
berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional. 

Untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan tanah terlantar, dibutuhkan 
pendekatan yang berbasis bukti dan didukung oleh penelitian yang mendalam. Pemerintah 

dan lembaga akademik perlu bekerja sama untuk melakukan penelitian mengenai potensi 
dan tantangan pengelolaan lahan terlantar di berbagai daerah. Penelitian ini harus 
mencakup aspek-aspek seperti karakteristik tanah, potensi ekonomi, dampak lingkungan, 

dan dinamika sosial masyarakat setempat. Hasil penelitian ini kemudian dapat dijadikan 
dasar dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran dan efektif. 

Selain itu, penting untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
dalam pengelolaan tanah terlantar. Penggunaan teknologi seperti aplikasi pemetaan, drone 
untuk pemantauan lahan, dan sistem informasi geografis (GIS) dapat membantu dalam 

mengidentifikasi, memantau, dan mengelola lahan terlantar secara lebih efisien. Teknologi 
ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses 

pengelolaan lahan, sehingga meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang.  
Pemerintah juga harus fokus pada upaya penguatan kelembagaan di tingkat lokal. 

Kelembagaan yang kuat dan terorganisir dengan baik sangat penting untuk memastikan 

keberlanjutan program pengelolaan tanah terlantar. Ini termasuk pembentukan kelompok 
tani, koperasi, atau lembaga lokal lainnya yang dapat berfungsi sebagai wadah bagi 

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lahan. Lembaga-lembaga ini juga 
dapat berperan dalam memberikan pendampingan teknis, akses ke pasar, dan layanan 
keuangan kepada anggotanya. 

Salah satu aspek penting lainnya adalah keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan 
tanah terlantar. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui investasi dalam proyek-proyek 

pertanian, kehutanan, atau pariwisata yang berbasis pada pemanfaatan lahan terlantar. 
Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan insentif 
kepada perusahaan yang berkomitmen untuk mengembangkan lahan terlantar. Selain itu, 

kemitraan publik-swasta dapat difasilitasi melalui perjanjian kerja sama yang jelas dan 
menguntungkan kedua belah pihak. 

Pendidikan dan kesadaran publik juga memainkan peran kunci dalam pengelolaan 
tanah terlantar. Kampanye penyuluhan yang intensif perlu dilakukan untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memanfaatkan lahan secara produktif dan 

berkelanjutan. Program pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah juga dapat membantu 
menanamkan nilai-nilai konservasi dan pengelolaan lahan yang baik sejak dini.  Dengan 

demikian, generasi mendatang akan lebih siap dan berkomitmen untuk menjaga kelestarian 
lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. 

Pengelolaan tanah terlantar juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial. 

Pemerintah perlu memastikan bahwa program-program pengelolaan lahan tidak hanya 
menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga mencakup masyarakat miskin dan kelompok 

rentan lainnya. Program redistribusi lahan atau pemberian hak kelola kepada masyarakat 
adat dan petani kecil dapat menjadi langkah penting dalam mencapai keadilan sosial dan 
mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, partisipasi aktif perempuan dalam 

pengelolaan lahan harus didorong, mengingat peran penting mereka dalam pertanian dan 
pengelolaan sumber daya alam. 

Tanah terlantar memerlukan pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan 
berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi harus bekerja sama 
untuk menciptakan solusi yang inovatif dan efektif dalam memanfaatkan lahan terlantar. 

Dengan strategi yang tepat, tanah terlantar dapat diubah menjadi aset produktif yang 
memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang besar bagi seluruh lapisan 
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masyarakat. Pengelolaan tanah terlantar yang berhasil tidak hanya akan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan 

ketahanan nasional. Melalui upaya yang terkoordinasi dan berkesinambungan, Indonesia 
dapat mengatasi tantangan tanah terlantar dan memanfaatkan potensinya untuk kemajuan 

bangsa. 
Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan tanah terlantar, 

diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif. Pemerintah harus 

membangun mekanisme yang dapat secara rutin mengevaluasi program-program 
pengelolaan lahan, baik dari segi implementasi, dampak, maupun efektivitasnya. 

Monitoring dan evaluasi ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat, organisasi non-pemerintah, dan 
lembaga akademik. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki dan 

mengoptimalkan program-program yang sudah berjalan, serta untuk mengidentifikasi dan 
mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul. 

Penggunaan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi juga sangat penting. 
Sistem informasi yang terintegrasi dapat mempermudah pengumpulan, analisis, dan 
pelaporan data terkait pengelolaan tanah terlantar. Pemerintah dapat memanfaatkan 

platform digital untuk melacak perkembangan program, mengidentifikasi area yang 
membutuhkan perhatian khusus, dan memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat 

sasaran. Selain itu, penggunaan teknologi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
proses monitoring, dengan memberikan akses kepada mereka untuk melaporkan kondisi 
lahan dan memberikan masukan secara langsung. 

Keterlibatan komunitas lokal dalam setiap tahap pengelolaan tanah terlantar sangat 
penting untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi lokal.  Pemerintah harus mendorong partisipasi aktif masyarakat 
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengelolaan lahan. Pendekatan 
bottom-up yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat meningkatkan rasa memiliki 

dan tanggung jawab mereka terhadap hasil pengelolaan. Selain itu, program-program yang 
dirancang dengan mempertimbangkan pengetahuan lokal dan praktik tradisional cenderung 

lebih berhasil dan berkelanjutan. 
Kerjasama internasional juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam 

pengelolaan tanah terlantar. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain yang telah 

berhasil mengelola lahan terlantar dengan efektif. Selain itu, kerjasama dengan organisasi 
internasional dan negara lain dapat membuka peluang untuk mendapatkan bantuan teknis, 

keuangan, dan pengetahuan. Program-program kerjasama internasional juga dapat 
membantu dalam transfer teknologi dan pengembangan kapasitas lokal, sehingga 
pengelolaan lahan terlantar dapat dilakukan dengan cara yang lebih modern dan efisien. 

Dalam jangka panjang, pengelolaan tanah terlantar harus diintegrasikan dalam 
strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ini berarti bahwa kebijakan dan 

program pengelolaan lahan harus sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals/SDGs) yang diadopsi oleh PBB. Dengan demikian, 
pengelolaan tanah terlantar tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga 

mendukung upaya global dalam mengatasi perubahan iklim, mengurangi kemiskinan, dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan tanah terlantar adalah memastikan 
bahwa manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama 
kelompok yang paling rentan. Oleh karena itu, kebijakan redistribusi lahan dan pemberian 

hak kelola kepada petani kecil, masyarakat adat, dan kelompok marginal lainnya harus 
menjadi prioritas. Pendekatan yang inklusif ini tidak hanya akan meningkatkan 
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kesejahteraan mereka, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan lahan dilakukan dengan 
cara yang adil dan berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, pengelolaan tanah terlantar merupakan peluang besar bagi 
Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan lingkungan, dan 

mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik, kolaboratif, 
dan berbasis bukti, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk 
mengubah lahan yang tidak produktif menjadi aset yang berharga. Upaya yang 

terkoordinasi dan berkesinambungan akan memastikan bahwa pengelolaan tanah terlantar 
tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan 

dan keberlanjutan bangsa dalam jangka panjang. 
D. Kewenangan BPN dalam Pengakhiran Hak Guna Usaha Tidak Aktif: Studi Kasus 

dan Regulasi 

Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam pengakhiran Hak Guna 
Usaha (HGU) yang tidak aktif merupakan topik penting dalam konteks pengelolaan tanah 

di Indonesia. Kewenangan ini diatur dalam berbagai regulasi dan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang agraria dan pertanahan. HGU sendiri adalah hak untuk 
mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk jangka waktu tertentu 

berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 40 tahun 1996 Tentang Hak 
Guna Usaha , Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah paling lama 35 (tiga puluh lima 

tahun) dan dapat di perpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 (duapuluh lima tahun) 
guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Namun, dalam praktiknya, sering 
terjadi kasus di mana HGU tidak aktif atau tidak digunakan sesuai peruntukannya, yang 

mengakibatkan terlantarnya lahan dan berpotensi menimbulkan masalah sosial dan 
ekonomi.  

BPN memiliki kewenangan untuk mengakhiri HGU yang tidak aktif berdasarkan 
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Proses pengakhiran HGU 
yang tidak aktif melibatkan beberapa tahap, mulai dari identifikasi dan verifikasi 

ketidakaktifan HGU, pemberian peringatan kepada pemegang hak, hingga pengambilan 
keputusan akhir untuk mencabut atau mengakhiri HGU tersebut. 

Studi kasus mengenai pengakhiran HGU tidak aktif menunjukkan berbagai tantangan 

yang dihadapi ATR/BPN, seperti resistensi dari pemegang hak, kendala administratif, dan 
kompleksitas hukum yang menyertai proses tersebut. Meskipun demikian, pengakhiran 

HGU yang tidak aktif merupakan langkah penting untuk memastikan pemanfaatan tanah 
yang lebih produktif dan berkeadilan. Pengakhiran ini juga sejalan dengan upaya 
pemerintah dalam redistribusi lahan untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 
Dalam praktiknya, ATR/BPN bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, 

termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan proses pengakhiran HGU berjalan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan pihak-pihak yang berhak. Kebijakan 
ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan lahan di Indonesia, mengurangi lahan 

terlantar, dan mendukung program reforma agraria yang lebih efektif dan efisien. 
Kewenangan ATR/BPN dalam pengakhiran HGU yang tidak aktif merupakan aspek 

penting dalam manajemen pertanahan di Indonesia, yang memerlukan sinergi antara 
berbagai pihak dan penegakan regulasi yang konsisten untuk mencapai tujuan 
pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. 

Selain itu, ATR/BPN perlu memastikan bahwa proses pengakhiran HGU yang tidak 
aktif dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Transparansi dalam proses ini penting 
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untuk menghindari potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang seringkali 
menjadi kendala dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia. Akuntabilitas juga menjadi 

kunci agar masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau dan mengawasi 
jalannya proses pengakhiran HGU, sehingga kepercayaan publik terhadap ATR/BPN dapat 

terjaga.  
Regulasi yang mengatur kewenangan ATR/BPN dalam pengakhiran HGU yang tidak 

aktif juga perlu diperkuat dan disosialisasikan secara luas. Hal ini penting agar semua pihak 

yang terlibat, baik pemegang hak, pemerintah daerah, maupun masyarakat, memahami hak 
dan kewajiban mereka dalam konteks HGU. Sosialisasi regulasi ini dapat dilakukan melalui 

berbagai media dan forum, termasuk seminar, lokakarya, dan kampanye publik, sehingga 
informasi dapat tersampaikan dengan baik dan efektif. 

Studi kasus mengenai pengakhiran HGU yang tidak aktif juga menunjukkan 

pentingnya pendekatan yang berbasis pada data dan informasi yang akurat. BPN perlu 
memanfaatkan teknologi informasi dan sistem informasi geografis (GIS) untuk memantau 

dan mengidentifikasi lahan HGU yang tidak aktif. Dengan data yang akurat dan terkini, 
ATR/BPN dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam mengakhiri HGU 
yang tidak aktif. 

Kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian dan akademisi juga dapat 
memperkuat kapasitas ATR/BPN dalam mengelola HGU yang tidak aktif. Melalui 

penelitian dan kajian akademis, ATR/BPN dapat memperoleh wawasan dan rekomendasi 
yang berbasis ilmiah untuk meningkatkan kebijakan dan praktik pengelolaan HGU. Selain 
itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkaya 

perspektif dan pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan pertanahan. 
Pengakhiran HGU yang tidak aktif juga perlu diimbangi dengan kebijakan yang 

mendukung redistribusi lahan secara adil dan berkelanjutan. Lahan yang diakhiri hak guna 
usahanya dapat dialokasikan untuk program reforma agraria, yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan petani kecil dan masyarakat pedesaan. Kebijakan redistribusi 

lahan ini harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi 
masyarakat yang membutuhkan, serta mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif 

dan berkelanjutan. 
Pada akhirnya, kewenangan ATR/BPN dalam pengakhiran HGU yang tidak aktif 

merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperbaiki tata kelola pertanahan di 

Indonesia. Upaya ini memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, termasuk 
pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk menciptakan sistem pengelolaan 

pertanahan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tanah sebagai 
salah satu sumber daya utama dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan 
seluruh rakyat Indonesia.  

Dalam mengakhiri Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak aktif, ATR/BPN juga harus 
mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul. Misalnya, 

pengakhiran HGU bisa berdampak pada pekerja yang bergantung pada lahan tersebut untuk 
mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sensitif dan 
inklusif, melibatkan pemangku kepentingan yang terdampak untuk mencari solusi yang adil 

dan tidak merugikan salah satu pihak. 
Selain itu, ATR/BPN juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan 

hukum dalam proses pengakhiran HGU yang tidak aktif. Pengawasan yang efektif akan 
memastikan bahwa semua langkah dalam proses pengakhiran HGU dilakukan sesuai 
dengan prosedur yang ditetapkan dan bahwa tidak ada penyimpangan atau pelanggaran 

hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran akan memberikan efek jera 
bagi pemegang HGU yang tidak memanfaatkan lahannya sesuai peruntukan. 
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Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa juga harus diperkuat untuk 
menangani kasus-kasus yang mungkin timbul dalam proses pengakhiran HGU. Masyarakat 

dan pemegang hak harus memiliki akses ke mekanisme ini untuk mengajukan keluhan atau 
menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul. BPN dapat bekerja sama dengan 

lembaga mediasi dan arbitrase untuk menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang cepat 
dan efektif. 

Implementasi teknologi digital juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan 

efisiensi dan transparansi proses pengakhiran HGU. BPN dapat mengembangkan sistem 
berbasis online untuk memudahkan pemantauan dan pengelolaan data HGU. Sistem ini 

juga dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara ATR/BPN dan 
pemangku kepentingan lainnya, serta untuk menyediakan informasi yang mudah diakses 
oleh publik. 

Di samping itu, upaya pengakhiran HGU yang tidak aktif harus diintegrasikan dengan 
kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pengakhiran HGU yang tidak aktif memberikan 

kesempatan untuk memanfaatkan lahan tersebut bagi kegiatan yang mendukung 
keberlanjutan lingkungan, seperti penghijauan, konservasi, atau pertanian organik. Integrasi 
ini akan membantu memastikan bahwa pengelolaan lahan tidak hanya memenuhi 

kebutuhan ekonomi, tetapi juga melindungi dan melestarikan lingkungan. 
Untuk mencapai keberhasilan dalam pengakhiran HGU yang tidak aktif, ATR/BPN 

juga harus terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Pelatihan dan 
pengembangan profesional bagi pegawai ATR/BPN akan memastikan bahwa mereka 
memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka 

secara efektif. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan ini merupakan langkah penting 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pertanahan. 

Pada akhirnya, keberhasilan pengakhiran HGU yang tidak aktif oleh ATR/BPN akan 
sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pertanahan 
secara keseluruhan. Dukungan politik, alokasi anggaran yang memadai, dan kerjasama 

lintas sektor akan sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Dengan komitmen yang kuat 
dari semua pihak, diharapkan proses pengakhiran HGU yang tidak aktif dapat berjalan 

lancar, memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, dan mendukung 
pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan. 

Dalam jangka panjang, pengakhiran HGU yang tidak aktif oleh ATR/BPN dapat 

berkontribusi pada transformasi struktural di sektor pertanahan Indonesia. Dengan 
memastikan bahwa lahan-lahan yang tidak aktif dimanfaatkan secara produktif, pemerintah 

dapat mengatasi masalah ketimpangan kepemilikan lahan dan meningkatkan akses terhadap 
sumber daya tanah bagi kelompok-kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan, seperti 
petani kecil dan masyarakat adat. 

Salah satu aspek penting dalam strategi jangka panjang ini adalah pelaksanaan 
reforma agraria yang komprehensif dan inklusif. Reforma agraria tidak hanya melibatkan 

redistribusi lahan, tetapi juga peningkatan kapasitas penerima manfaat melalui penyediaan 
akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Dalam konteks ini, lahan yang diakhiri hak 
gunanya bisa menjadi bagian dari program reforma agraria yang lebih luas, yang bertujuan 

untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. 
Selain itu, penting bagi ATR/BPN untuk terus melakukan kajian dan penelitian 

mengenai efektivitas kebijakan pengakhiran HGU yang tidak aktif. Evaluasi berkala 
terhadap kebijakan ini akan memungkinkan identifikasi tantangan dan peluang perbaikan. 
Data dan temuan dari kajian ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih 

baik dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi yang terjadi. 
Kolaborasi internasional juga dapat menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan 
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kapasitas dan efektivitas ATR/BPN. Dengan belajar dari praktik terbaik dari negara lain 
yang memiliki sistem pengelolaan tanah yang maju, Indonesia dapat mengadopsi metode 

dan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan 
HGU. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman melalui kerjasama internasional dapat 

memberikan wawasan baru dan solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi. 
Peran serta masyarakat dalam proses pengakhiran HGU juga tidak bisa diabaikan. 

Partisipasi aktif dari masyarakat, baik dalam bentuk pengawasan maupun dalam 

pengambilan keputusan, akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan 
kebutuhan dan aspirasi mereka. ATR/BPN perlu membangun mekanisme yang 

memungkinkan keterlibatan masyarakat secara konstruktif dan berkelanjutan dalam 
pengelolaan pertanahan. 

Kewenangan ATR/BPN dalam pengakhiran HGU yang tidak aktif merupakan bagian 

dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih baik dan 
berkelanjutan di Indonesia. Keberhasilan dalam upaya ini akan sangat bergantung pada 

sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, maupun 
komunitas internasional. Dengan komitmen yang kuat dan kerjasama yang erat, 
pengelolaan pertanahan yang adil, transparan, dan berkelanjutan dapat terwujud, 

memberikan manfaat yang luas bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. 
Dalam jangka panjang, pengakhiran HGU yang tidak aktif oleh ATR/BPN dapat 

berkontribusi pada transformasi struktural di sektor pertanahan Indonesia. Dengan 
memastikan bahwa lahan-lahan yang tidak aktif dimanfaatkan secara produktif, pemerintah 
dapat mengatasi masalah ketimpangan kepemilikan lahan dan meningkatkan akses terhadap 

sumber daya tanah bagi kelompok-kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan, seperti 
petani kecil dan masyarakat adat. 

Salah satu aspek penting dalam strategi jangka panjang ini adalah pelaksanaan 
reforma agraria yang komprehensif dan inklusif. Reforma agraria tidak hanya melibatkan 
redistribusi lahan, tetapi juga peningkatan kapasitas penerima manfaat melalui penyediaan 

akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Dalam konteks ini, lahan yang diakhiri hak 
gunanya bisa menjadi bagian dari program reforma agraria yang lebih luas, yang bertujuan 

untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. 
Selain itu, penting bagi ATR/BPN untuk terus melakukan kajian dan penelitian 

mengenai efektivitas kebijakan pengakhiran HGU yang tidak aktif. Evaluasi berkala 

terhadap kebijakan ini akan memungkinkan identifikasi tantangan dan peluang perbaikan. 
Data dan temuan dari kajian ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih 

baik dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi yang terjadi. 
Kolaborasi internasional juga dapat menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan 

kapasitas dan efektivitas ATR/BPN. Dengan belajar dari praktik terbaik dari negara lain 

yang memiliki sistem pengelolaan tanah yang maju, Indonesia dapat mengadopsi metode 
dan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan 

HGU. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman melalui kerjasama internasional dapat 
memberikan wawasan baru dan solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi. 

Peran serta masyarakat dalam proses pengakhiran HGU juga tidak bisa diabaikan. 

Partisipasi aktif dari masyarakat, baik dalam bentuk pengawasan maupun dalam 
pengambilan keputusan, akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan 

kebutuhan dan aspirasi mereka. ATR/BPN perlu membangun mekanisme yang 
memungkinkan keterlibatan masyarakat secara konstruktif dan berkelanjutan dalam 
pengelolaan pertanahan. 

Secara hukum, Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 
memiliki kewenangan untuk memutuskan secara sepihak pengakhiran Hak Guna Usaha 
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(HGU) apabila tanah tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya atau tidak ada 
kegiatan/aktivitas di atasnya. Kewenangan ini didasarkan pada ketentuan dalam pasal 28 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
(UUPA) serta pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Dalam peraturan tersebut, 
dinyatakan bahwa HGU dapat dicabut jika tanah yang diberikan hak tersebut tidak 
digunakan atau ditelantarkan. Namun, proses pengakhiran HGU tidak dapat dilakukan 

dengan sembarangan dan harus melalui prosedur yang jelas dan transparan. ATR/BPN 
harus terlebih dahulu melakukan verifikasi dan penilaian terhadap status penggunaan tanah 

tersebut, memberikan peringatan kepada pemegang HGU, dan memberikan kesempatan 
bagi pemegang hak untuk memberikan klarifikasi atau perbaikan. Jika setelah langkah-
langkah tersebut tanah tetap tidak digunakan sesuai dengan ketentuan, ATR/BPN dapat 

mengambil keputusan untuk mengakhiri HGU secara sepihak demi kepentingan umum dan 
pemanfaatan lahan yang lebih optimal. Tindakan ini juga harus didokumentasikan dan 

dilaporkan secara resmi untuk memastikan bahwa pengakhiran HGU dilakukan sesuai 
dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek keadilan bagi 
semua pihak yang terlibat. 

Pengakhiran HGU secara sepihak oleh ATR/BPN juga perlu mempertimbangkan 
aspek-aspek hukum dan administratif yang terkait. Setelah verifikasi dan penilaian awal 

menunjukkan bahwa tanah HGU memang tidak ada kegiatan atau aktivitas yang sesuai, 
BPN akan mengeluarkan surat peringatan kepada pemegang HGU. Surat ini berisi 
peringatan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan tanah dan memberikan 

tenggat waktu bagi pemegang HGU untuk memulai kegiatan yang sesuai atau memberikan 
alasan yang sah mengapa tanah tersebut tidak digunakan. 

Jika dalam tenggat waktu yang diberikan pemegang HGU tidak melakukan tindakan 
perbaikan atau memberikan klarifikasi yang memadai, ATR/BPN dapat melanjutkan 
dengan mengeluarkan surat keputusan pencabutan HGU. Keputusan ini harus disertai 

dengan alasan yang jelas dan berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan selama 
proses verifikasi. ATR/BPN juga perlu memastikan bahwa keputusan ini diumumkan 

secara resmi dan transparan kepada publik untuk menghindari tuduhan penyalahgunaan 
wewenang atau ketidakadilan. 

Setelah HGU dicabut, tanah tersebut akan kembali menjadi tanah negara dan 

ATR/BPN memiliki kewenangan untuk menentukan pemanfaatan selanjutnya dari tanah 
tersebut. Tanah yang diakhiri HGU-nya dapat dialokasikan untuk berbagai tujuan yang 

lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti redistribusi kepada petani kecil 
dalam program reforma agraria, pengembangan proyek infrastruktur, atau kegiatan 
konservasi lingkungan. 

Penting untuk dicatat bahwa pemegang HGU yang merasa dirugikan oleh keputusan 
BPN memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau banding melalui mekanisme hukum 

yang tersedia. Mereka dapat membawa kasus ini ke pengadilan untuk memastikan bahwa 
keputusan ATR/BPN sudah sesuai dengan prosedur hukum dan tidak melanggar hak-hak 
mereka. Proses ini menunjukkan bahwa meskipun ATR/BPN memiliki kewenangan untuk 

memutuskan secara sepihak, ada mekanisme check and balance yang memastikan keadilan 
dan keterbukaan dalam penegakan keputusan tersebut. 

Dengan demikian, kewenangan ATR/BPN untuk mengakhiri HGU secara sepihak 
ketika tidak ada kegiatan atau aktivitas adalah langkah penting untuk memastikan 
pemanfaatan lahan yang optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, 

langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan berdasarkan prosedur hukum 
yang jelas untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati dan dilindungi. 
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Secara keseluruhan, kewenangan ATR/BPN dalam pengakhiran HGU yang tidak 
aktif merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan tata kelola 

pertanahan yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia. Keberhasilan dalam upaya ini 
akan sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, 

sektor swasta, maupun komunitas internasional. Dengan komitmen yang kuat dan 
kerjasama yang erat, pengelolaan pertanahan yang adil, transparan, dan berkelanjutan dapat 
terwujud, memberikan manfaat yang luas bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan 

nasional. 

SIMPULAN 

1. Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, pemegang Hak Guna Usaha (HGU) 
diwajibkan untuk melampirkan laporan kegiatan usaha kepada Agraria dan Tata Ruang 
Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa tanah yang diberikan melalui HGU digunakan sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan dan tidak dibiarkan terlantar. Laporan kegiatan usaha tersebut  harus 

mencakup informasi mengenai jenis usaha yang dilakukan, perkembangan usaha, dan 
penggunaan tanah secara keseluruhan. Ketentuan ini diatur dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan terkait pertanahan dan agraria, seperti Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan 

Hak Pakai Atas Tanah. 
2. Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki kewenangan 

untuk memutuskan Hak Guna Usaha (HGU) secara sepihak jika tanah yang diberikan 

melalui HGU tidak digunakan atau tidak ada aktivitas yang sesuai dengan tujuan 
pemberian hak tersebut. Kewenangan ini diberikan untuk memastikan bahwa tanah 

yang diberikan melalui HGU digunakan secara produktif dan tidak dibiarkan terlantar. 
Keputusan untuk memutus HGU dapat diambil setelah melalui proses evaluasi dan 
verifikasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh pemegang HGU. 

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, yang 
memberikan BPN hak untuk meninjau kembali dan mencabut HGU jika terdapat 

penyalahgunaan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. 
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